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ABSTRAK 

 Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting 

karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan 

kecenderungan keputusan hakim. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi 

tersebut adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam pengertian tersebut 

didapat kesimpulan bahwa siapa saja dapat menjadi saksi dan dapat memberikan 

kesaksian tanpa memperdulikan status orang tersebut termasuk tersangka atau 

terdakwa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan 

ada 5 (lima) jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian 

perkara pidana. Namun dalam kasus kejahatan yang terorganisasi seperti tindak 

pidana korupsi diperlukan alternatif solusi lain yakni penerapan saksi pelaku yang 

bekerjasama (justice collaborator). 

 

  Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian 

lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis guna 

menguraikan secara sistematik tentang penerapan saksi pelaku yang bekerjasama 

(justice collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan Kantor Posko SAR. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan normatif-yuridis yaitu dengan melihat pertimbangan 

Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim dalam kasus tersebut yang 

kemudian disesuaikan dengan peraturan yang mengaturnya. Kerangka teori yang 

digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

pertama,adanya suatu sistem pembuktian untuk mengetahui bagaimana cara 

meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana. Kedua, saksi pelaku yang 

bekerjasama (justice collaborator). Ketiga, konsep jalur khusus yang dapat 

dipadankan dengan plea bargaining system. 

 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam perkara pengadaan tanah 

oleh Badan SAR D.I. Yogyakarta dengan terdakwa waluyo Raharjo Bin Kasimun 

Wardoyo berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dinyatakan berstatus sebagai 

saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dengan mengingat  SEMA 

No. 4 Tahun 2011 angka 9 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 serta Putusan Majelis Hakim yang mempertimbangankan penetapan 

status tersebut oleh Penuntut Umum dengan menjatuhkan hukuman lebih rendah 

dari pelaku utama. Meskipun adanya perbedaan pertimbangan yakni Putusan 

Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman lebih tinggi dari Tuntutan Penuntut 

Umum namun hal itu tidak mempengaruhi status terdakwa sebagai seorang saksi 

pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) karena di dalam KUHAP tidak 

ada satu pasal pun yang mengharuskan hakim memutus pemidanaaan sesuai 

rekuisitor penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan 

pemidanaan sesuai pertimbangan hukum dan nuraninya. 

 

Kata kunci: korupsi, sistem pembuktian justice collaborator, plea bargaining 
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ABSTRACT 

 

 The role of the witnessis in every trial of the criminal case is crucial 

because frequent witness information can affect and determine tendencies judge’s 

decision. According to the article 1 verse 26, the witness is a person who can 

provide information for the benefit of the investigation, prosecuations and justice 

about a criminal case he hears himself, see for himself, and he experiences 

himself in such a sense it comes to a conclusion that anyone can be a witness and 

can testify without status of the person mentioned. Including the suspect or the 

defendant law number 8 in 1981 about KUHAP stated, there were 5 (five) 

different kind of limitative in order to settle the crime. But in organized crime, like 

a criminal act, a criminal act requires an alternative solution of the solution 

namely witness of the collaborating actors (justice collaborator. 

 

 The research method that complies is a method of field research with the 

nature of analytical research to decipher. The systematic application of the 

witness who is imvolved (justice collaborator) in the corruption of the plot of the 

soil for the construction of the search office. The approach used in this study is 

the judicial approach by seeing the counsel of the attorney general and the 

assembly the judge in the case was then adapted to the rules governing it the 

framework of the theory used by the compiling in this studi is as follows:first, 

there’s an evidentiary system to know how to put a proven outcome againts the 

criminal case. Secondly, witness are working together. Third, a special line 

concept that can be combined with the plea baragaining system.  

  

The result of studi concluded that in the case of the procuring of the land 

by Special Region Of Yogyakarta Search And Rescue Institution with the 

defendant Waluyo Raharjo Bin Kasimun Wardoyo under counsel is based on 

public prosecutor’s discretion as a witness of the cooperation (justice 

collaborator) with the memory of supreme court number 04 in 2011 in order 

number 9, and chapter 10 verse (2) of the ruling of the judge assembly rules 

number 13 in 2006 who considers the status of the public prosecutor by dropping 

lower penalties from the main perpetrator. In spite of the differences of judgement 

that the judge’s judgement is higher than the prosecutor’s demand, but it does not 

the defendant’s status as a witness of the murdered (justice collaborator) is 

because in KUHAP there is not a single chapter that requires a judge to cut off 

the indictment according to the general prosecutor’s office. The judge has the 

freedom to determine the position and consideratio the law and his conscience. 

 

    

Key word: corruption,evidentiary system, justice collaborator, plea bargaining 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting 

karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan 

kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki 

kemampuan untuk menentukan kemana arah keputusan hakim, Hal ini 

memberikan efek dalam setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian 

yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan 

maupun masnyarakat pemerhati hukum.
1
 

Apabila berbicara dalam lapangan hukum pidana saksi merupakan 

salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) menyatakan beberapa jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam  

rangka penyelesaian perkara pidana dan seperti diketahui keterangan saksi-

saksi sebagai salah satu unsur pasal tersebut.
2
 

Keterangan saksi di dapat dari kesaksian seorang saksi yang menurut 

Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi tersebut adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, 

dan ia alami sendiri. Dari pengertian tersebut didapat suatu kesimpulan bahwa 

                                                           
1
 Muhadar dkk, Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana 

(Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm.1. 

2
Pasal 184 ayat 1 



2 
 

 
 

siapa saja dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian tanpa 

memperdulikan status orang tersebut, termasuk tersangka atau terdakwa. 

Dalam tindak pidana korupsi, pada persidangan perkara pidana hukum 

pembuktian sangat penting dalam membuktikan kesalahan di sidang 

pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap 

kebenarannya terlebih tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang 

terorganisasi. Keterangan saksi merupakan alat bukti persidangan yang 

menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau 

tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahannya.  Oleh karena itu dalam kasus 

tindak pidana korupsi yang sangat sulit dalam hal pembuktiannya dan 

melibatkan suatu sistem pembuktian yang sangat rumit maka diperlukanlah 

alternatif solusi yakni, dengan menerapkan saksi dan juga sebagai pelaku 

untuk bekerjasama dalam pengungkapan kasus tindak pidana yang disebut 

sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau saksi non korban atau justice 

collaborator.
3
 

Saksi non korban, tidak ada literatur yang menjelaskan mengenai apa 

yang disebut sebagai saksi non korban. Saksi non korban merupakan bentuk 

kontra dari saksi korban yang pengertiannya merupakan penjelmaan dari 

orang yang mengalami langsung suatu tindak pidana. Dalam hal ini saksi non 

korban dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu saksi yang turut serta dalam 

tindak pidana atau kejahatan. Serta saksi yang tidak turut serta dalam tindak 

                                                           
3
 Ginia Tia Sagita, Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak 

Pidana Korupsi, Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:59/pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, Skripsi 

Universitas Jenderal Soedirman (2014), hlm.6-7.  
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pidana atau kejahatan. Dalam hal ini saksi sebagai non korban merupakan 

saksi yang  dalam pengertian tentang saksi pada Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dimana berpatokan orang yang 

melihat, mendengar dan mengalami peristiwa tersebut.
4
 

Apabila dilihat dari pembagian saksi non korban, untuk saksi yang 

turut serta dalam tindak pidana kejahatan adalah saksi yang memang terlibat 

dalam tindak pidana kejahatan namun bukan pelaku utama. Hal ini harus 

dipersyaratkan agar tidak terjadi suatu pembedaan yang sangat mencolok 

terhadap penuntutan terhadap para tersangka dan terdakwa. Dalam hal ini 

hadirlah apa yang dikenal dengan saksi kunci. Saksi kunci adalah satu-satunya 

saksi yang mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana dan oleh karena 

itu ia diminta untuk bersaksi untuk membongkar siapa pelaku utama dan 

membongkar jaringan yang melakukan tindak pidana tersebut.
5
  

Dilihat dari pengertian tentang saksi non korban maka di negara-

negara penganut sistem Anglo Saxon dikenal suatu praktik hukum yang 

dinamakan Plea Bargaining. Praktik Plea Bargaining dilakukan dengan 

membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan sebutan Plea Guilty yang 

memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang 

mengaku bersalah. Plea Bargaining tidak memiliki definisi yang pasti secara 

universal namun beberapa ahli mendefinisikan Plea Bargaining adalah proses 

dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan 

                                                           
4
 Muhadar dkk, Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana 

(Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm.185-186. 

5
 Ichsan Zikry, Gagasan Plea Bargaining System, artikel, bantuan hukum LBH Jakarta, 

hlm. 1-3. 
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negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian 

dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya didalamnya termasuk pengakuan 

bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk 

mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk 

memperoleh keringanan hukuman.
6
 

Di Indonesia telah di kembangkan tentang saksi non korban dalam 

pembuktian perkara kejahatan yang terorganisasi yakni apa yang disebut 

dengan saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator. Dikaji dari 

persfektif terminologis justice collaborator diartikan sebagai “pembocor 

rahasia”, “saksi pelaku yang bekerjasama”, “pentiti”/ 

”pentito”/”callaboratore della giustizia”. Pada perkembangan terakhir, 

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 

Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan 

saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) merupakan salah satu 

pelaku tindak  pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan 

pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai 

saksi di dalam proses peradilan.
7
 

Perkembangan ide justice collaborator sebenarnya bertitik tolak dari 

ketentuan Pasal 37 ayat (2) United Nation Convention Againts Corruption 

(UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan konvensi tersebut pada 

                                                           
6
 Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator 

Dalam Upaya Penanggulangan Organize Crime, (Bandung: P.T. Alumni, 2015), hlm.1-4.  

7
 Ibid, hlm.5. 
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tahun 2003. Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC tersebut. Selanjutnya 

dalam surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban 

(LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan Mahkamah Agung. 

Justice collaborator adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, 

namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar 

suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset 

itu ada pada dirinya.
8
  

Untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama 

(justice collaborator) sesuai SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 diatur pedoman 

sebagai berikut: pertama, bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu 

pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui 

kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut 

serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kedua, 

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan yang bersangkutan 

telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga 

Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana. Ketiga, 

atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (justice 

collaborator) sebagaimana yang dimaksud di atas, hakim dalam menentukan 

pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan 

pidana berupa menjatuhkan pidana bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan 

                                                           
8
 Firman Wijaya, Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Persfektif Hukum, 

(Jakarta: Penaku, 2012), hlm.7. 
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pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya 

yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
9
 

Pada dasarnya, lahirnya Undang-Undang yang memfasilitasi kerjasama 

saksi pelaku dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika 

Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para 

mafia, yang sejak lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup mulut 

sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia). Untuk 

kejahatan terorisme, penggunaan justice collaborator dipraktikan di Italia 

(1979), Portugal (1980) dan lain sebagainya, sedangkan untuk kejahatan 

narkoba diterapkan di Yunani (1970), Perancis, Luxemburg dan Jerman.
10

 

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, justice collaborator selintas 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 (Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban), United Nation 

Convention Against Corruption (UNCAC), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Bersama Meteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik 

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi 

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan 

                                                           
9
 Imam Turmudhi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 

Studi Kasus Susno Duadji, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi 

Dan Anti Korupsi, (Jakarta: juli 2011), hlm.29. 

10
 Ginia Tia Sagita, Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak 

Pidana Korupsi, Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:59/pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, Skripsi 

Universitas Jenderal Soedirman (2014), hlm. 35. 
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Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.Th. 2011 

Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-

02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, 

Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI nomor: 04 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak 

Pidana (whistle blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice 

collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
11

 

Terdapat beberapa kasus kejahatan terorganisir di negara barat yang 

melibatkan seorang saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) 

dalam pengungkapan kasus, misalnya pada Colen Rowey (Amerika Serikat), 

Jeffrey Wigand (Amerika Serikat), Shanmughan Manjunath (India), Yoichi 

Mitzuni (Jepang), dan lain sebagainya. Di Indonesia, penerapan saksi pelaku 

yang bekerjasama (justice collaborator) dilakukan terhadap beberapa 

tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yaitu Sugiharto, Irman, Agus 

Condro Prayitno, Yohanes Waworuntu dan Endin Wahyudin serta kasus yang 

menjerat Kepala Badan SAR Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 

Waluyo Raharjo tentang pengadaan tanah untuk Kantor Posko SAR di 

Gunungkidul, Yogyakarta.
12

 

Kasus yang menjadi kajian penelitian ilmiah penyusun tentang tindak 

pidana korupsi yang menjerat Kepala Badan SAR Nasional Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY), Waluyo Raharjo mengenai pengadaan tanah untuk Kantor 

                                                           
11

 Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice 

Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organize Crime, (Bandung: P.T. Alumni, 2015), 

hlm.11. 

12
 Ibid, hlm.11. 
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Posko SAR di Gunungkidul, Yogyakarta bersama-sama dengan Tersangka 

Diaz Aryanto yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 

Rp.5.835.558.350,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus 

lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan keterangan 

saksi, keterangan terdakwa dan bukti berupa dokumen sebagaimana uraian 

pada unsur-unsur dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah 

diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai Kepala Kantor Search And Rescue 

(SAR) Yogyakarta dan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) bersama-

sama dengan saksi Diaz Ariyanto didalam melaksanakan pengadaan tanah 

untuk POS BASARNAS Gunungkidul telah melakukan suatu tindakan yang 

menyimpang yang menguntungkan terdakwa dan bersama-sama dengan saksi 

Diaz Aryanto dan dinyatakan atas perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yaitu pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena itu maka secara sah dan meyakinkan 

harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas kesalahannya serta patut 

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam uraian jaksa 

penuntut umum dalam perkara tersebut, disebutkan hal-hal yang perlu menjadi 

pertimbangan sebelum amar putusan di jatuhkan. Pertama, Hal-hal yang 

memberatkan bagi diri terdakwa selaku pimpinan di kantor BASARNAS 

D.I.Y tidak memberikan suri tauladan kepada seluruh pegawai. Kedua,  hal-

hal yang meringankan terdakwa dan tentunya yang menjadi penting dalam 

kajian penelitian ini adalah terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama 

(justice collaborator) karena terdakwa adalah orang yang melaporkan dugaan 
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tindak pidana yang terjadi dalam proses pengadaan tanah oleh Kantor SAR 

Yogyakarta kepada kejaksaan tinggi D.I. Yogyakarta dan kemudian 

memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga 

sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan persidangan dapat diungkap tindak 

pidana yang terjadi dan pelakunya. Namun yang menarik adalah majelis 

hakim tidak mempertimbangkan terdakwa Waluyo Raharjo sebagai saksi 

pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dan terlebih lagi hakim 

menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan yang diajukan oleh 

penuntut umum. 

Dengan mempertimbangkan kasus tersebut di atas Pada asasnya, saksi 

pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dapat berperan besar untuk 

mengungkapkan praktik-praktik koruptif lembaga publik, pemerintahan 

maupun perusahaan swasta serta praktik-praktik kejahatan yang terorganisir 

lainnya. Oleh karena itu, implikasi tanpa adanya sistem pelaporan dan 

perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) untuk 

membongkar dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik 

penyimpangan, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin meningkat. Akan 

tetapi, sebenarnya dimensi saksi pelaku yang bekerjasama (justice 

collaborator) tidak hanya berorientasi sesuai konteks diatas. Aspek ini lebih 

luas dapat dikatakan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dari 

perspektif formulasi dan praktiknya menimbulkan dilemma yaitu dalam posisi 
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bagaimana seseorang ditempatkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama 

(justice collaborator).
13

 

Hal ini berarti, dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada 

posisi dimanakah eksistensi seseorang dapat disebut sebagai saksi pelaku yang 

bekerjasama (justice collaborator), apakah parsial ditingkat penyidikan, 

penuntutan, peradilan, ataukah kolaboratif pada semua tingkat tersebut 

dimungkinkan. Selain itu dalam tataran kebijakan formatif dan aplikatif pada 

masa kini (ius contitutum) terdapat adanya kekurang-jelasan, kekurang-

tegasan dan kekurang-sempurnaan bentuk penerapan hukum terhadap saksi 

pelaku yang bekerjasama (justice colaborator), dibandingkan dengan 

pengaturan di beberapa Negara baik mengenai lembaga yang mengatur saksi 

pelaku yang bekerjasama (justice collaborator), pengaturan legislasi, 

mekanisme, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana implikasinya terhadap 

pelaku yang telah bekerjasama (justice collaborator) dalam penanggulangan 

kejahatan terorganisasi tersebut. Oleh karena itu, melihat konsekuensi logis 

mengenai konsep saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) yang 

di butuhkan dalam perkembangan hukum tentang penanggulangan kejahatan 

yang terorganisasi. Maka penyusun tetarik untuk dituangkan dalam penelitian 

yang berjudul “Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama “Justice 

Collaborator” Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan 

Tinggi D.I.Yogyakarta dalam Perkara Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

Kantor Posko SAR)”. 

                                                           
13

 Ibid, hlm.13. 
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan konteks diatas, maka 

dapat diformulasikan fokus masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme penerapan saksi pelaku yang bekerjasama 

(justice collaborator) dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan 

tanah untuk pembangunan Kantor Posko SAR di Kab. Gunungkidul? 

2. Apa implikasi penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (justice 

collaborator)  terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dengan 

mendasarkan pada kasus tersebut? 

B. Tujuan dan Kegunaan 

kemudian berdasarkan permasalahan tersebut di atas dikemukakan 

beberapa tujuan dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Mengkaji, memahami, dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan 

aspek Normatif dan aplikatif terhadap penerapan saksi pelaku yang 

bekerjasama (justice collbaorator) dalam upaya penanggulangan 

organized crime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. 

2. Mengkaji, memahami, serta menganalisis implikasi penerapan saksi 

pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam upaya 

penanggulangan organized crime dalam Sistem Hukum Pidana di 

Indonesia. 
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Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1. Sudut teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sebuah sumbangan pemikiran baru dan sekaligus memberikan manfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya 

dan sistem hukum pidana Indonesia pada khususnya. 

2. Sudut praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

memperkaya referensi dan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan 

pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan pengetahuan tentang 

saksi pelaku yang bekerjasama pada khususnya.
14

 

C. Telaah Pustaka   

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukan 

keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian skripsi ini.Sepanjang pengetahuan penyusun dari 

hasil telaah pustaka maupun dari sumber yang lain yang telah penyusun 

lakukan, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi serta karya ilmiah lain 

ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai pelaku 

yang bekerjasama. Untuk dapat mendukung penelitian ini dan mengetahui 

perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Maka akan dikemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

                                                           
14

 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alphabet, 2014), 

hlm.164-165. 
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Karya pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Ginia Tia Sagita, 

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul “urgensi 

justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi 

(tinjauan yuridis putusan nomor:59/pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst). skripsi ini 

mengkaji tentang bagaimana pentingnya peranan justice collaborator dalam 

pengungkapan tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan putusan hakim dan 

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.
15

 

Karya kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Fatkhul Lukman, Fakultas 

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul 

“Islam Dan Keadilan Hokum (Studi Atas Justice Collaborator Dalam 

Peradilan Di Indonesia)”. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pandangan 

hukum islam tentang penegakan keadilan ditinjau dari peran justice 

collaborator  dalam Peradilan di Indonesia.
16

 

Karya ketiga adalah Skripsi yang ditulis oleh Citra Diarni Hutabarat, 

Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Analisis Yuridis 

Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan 

Nomor:920k/PID.SUS/2013). Skripsi ini mengkaji tentang apakah 

pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan status terdakwa 

                                                           
15

 Ginia Tia Sagita, Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak 

Pidana Korupsi, Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:59/pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, Skripsi 

Universitas Jenderal Soedirman (2014). 

16
 Fatkhul Luqman, Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas Justice Collaborator Dalam 

Peradilan Di Indonesia, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014). 
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dalam kasus tindak pidana narkotika sebagai justice collaborator sudah sesuai 

dengan peraturan yang berkaitan dengan pemberian status tersebut.
17

 

Karya keempat adalah skripsi yang ditulis oleh M. Ali Murtadho, 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “Pengaturan 

Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, 

Jerman Dan Belanda”. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana konsep 

pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) di beberapa 

Negara di dunia dan bagaimana implementasi pengaturannya di Indonesia.
18

 

Karya kelima adalah jurnal yang ditulis oleh River Yohanes Manalu, 

jurnal lex crimen vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 yang berjudul “justice 

collaborator dalam tindak pidana korupsi”. Jurnal ini mengkaji tentang 

bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap justice collaborator di 

beberapa Negara, dan bagaimana hambatan terhadap justice collaborator saat 

memberikan kesaksian, serta bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap 

justice collaborator dalam tindak pidana korupsi.
19

 

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis maka terdapat 

persamaan dalam hal substansi masalah yang di bahas dari setiap karya ilmiah 

tersebut diatas dengan penelitian karya ilmiah yang akan penulis lakukan 

yakni kajian tentang saksi pelaku yang bekerjasama itu sendiri. Kemudian 

                                                           
17

 Citra Diani Hutabarat, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana 

Narkotika (Putusan Nomor:920k/PID.SUS/2013), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember 

(2014). 

18
 M Ali Murtadho, Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) 

Di Ameriak Serikat, Jerman, Dan Belanda, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2014). 

19
 River Yohanes Manalu, Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal, 

Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015. 
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perbedaan penelitian-penelitian karya ilmiah diatas dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan adalah terletak dari beberapa substansi masalah yang di 

bahas. Secara garis besar karya ilmiah dari telaah pustaka yang penulis 

lakukan mengajukan masalah tentang saksi pelaku yang bekerjasama (justice 

collaborator) berdasarkan produk hukum yang sudah jadi dan tidak mengkaji 

asal usul atau embrio dari justice collaborator itu sendiri dan tidak 

memberikan perbandingan dengan konsep lain yang berkaitan yang akan 

penulis lakukan. 

D. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang akan digunakan dalam 

sebuah penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, pisau analisis digunakan untuk 

memecahkan persoalan dalam penelitian dan menjawab pokok masalah. 

Penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut:  

1. Teori pembuktian pidana 

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat 

esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya 

seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat 

dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan 

suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang 

disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kegunaannya adalah untuk 

memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap beberapa pertanyaan, 

seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut 

pemeriksaan persidangan, apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah, 
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tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang 

akan dijatuhkan. 

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukan bahwa 

ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang 

didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu 

dan tempat (negara). Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara 

Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat 

bukti yang diajukan dengan keyakinannya dan bukan juri seperti Amerika 

Serikat dan negara-negara Anglo Saxon. Di negara-negara tersebut, 

belakangan juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang 

menentukan salah tidaknya guilty or not guilty seorang terdakwa. 

Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana 

(sentencing).
20

 

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat bukti yang 

tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti 

kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh 

manusia yang mempunyai sifat pelupa. Oleh karena itulah, dahulu orang 

berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan 

terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. 

Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam 

pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini 

ditemukannya kebenaran materiil itu. Dalam alasan mencari kebenaran 

                                                           
20

 Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan, (Jakarta: 

Gramata Publishing, 2012), hlm.15. 
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materiil itulah maka asas akusator (accusatoir) yang memandang terdakwa 

sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan 

diganti dengan asas inkisitor (inquisitoir) yang memandang terdakwa 

sebagai objek pemeriksaan, bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa 

untuk memperoleh pengakuan terdakwa.
21

 

2. Teori tentang Justice Collaborator 

Istilah justice collaborator berasal dari bahasa inggris yang diadopsi 

dari amerika yang tidak ditemui dalam kitan undang-undang hukum acara 

pidana, namun istilah tersebut sudah dipakai pada praktik hukum 

Indonesia. Pengertian justice collaborator menurut surat edaran 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 adalah seorang yang merupakan 

salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang 

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta 

memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan yang 

sangat signifikan sehingga dapat menungkapkan tindak pidana yang 

dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang 

memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan asset-aset/atau hasil 

suatu tindak pidana. Justice collaborator adalah pelaku yang bekerjasama 

baik dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan 

kepada penegak hukum.
22

 

 

                                                           
21

 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 

Hlm.245-247. 

22
 Fadli Rajab Sanjani, Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Di Indonesia, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 oktober 2015, hlm.4. 
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3. Teori Tentang Plea Bargaining  

Terkait dengan pengakuan bersalah, di negara-negara penganut sistem 

Anglo Saxon dikenal suatu praktik hukum yang dinamakan Plea 

Bargaining. praktik Plea Bargaining dilakukan dengan membuat 

pernyataan bersalah atau dikenal dengan Plea Guilty yang memberikan 

imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang mengaku 

bersalah. Plea Bargaining tidak memiliki definisi yang pasti secara 

universal, namun ahli mendefinisikan Plea Bargaining adalah proses 

negosiasi dimana penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa 

kelonggaran untuk mendapat pengakuan bersalah.
23

 

Plea Bargaining system didalam RUU KUHP dimasukkan dengan 

nama jalur khusus, ketentuan mengenai jalur khusus ini diatur dalam pasal 

199 RUU KUHP. Dari pasal tersebut diatas, terdapat perbedaan antara 

jalur khusus yang diatur dalam RKUHP dengan Plea Bargaining System di 

Amerika Serikat dapat diaplikasikan dalam seluruh tindak pidana, mulai 

dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat. Sedangkan dalam 

RKUHP dibatasi jalur khusus hanya dapat dilakukan tindak pidana yang 

ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara. Pembatasan ini sama 

dengan yang diatur di Italia, Spanyol dan beberapa negara Amerika Latin. 

Perbedaan lain adalah terdapat perbedaan yang jauh antara tuntutan yang 

diajukan oleh penuntut umum apabila tertuduh melakukan pengakuan 

bersalah atau tidak. 
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E. Metode Penelitian 

Pada hakikatnya masalah mendasar penelitian ini adalah Penerapan Saksi 

Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) Dalam Tindak Pidana 

Korupsi. Maka penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). 

Dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian 

berdasarkan kasus yang telah terjadi dan juga penelitian ini membutuhkan 

bahan pendukung yakni dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah 

buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet, dan lain sebagainya. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian 

hukum normatif-yuridis yaitu penelitian yang pada dasarnya merupakan 

penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada 

norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dan adany berbagai unsur yuridis yakni mengenai pertimbangan-

pertimbangan yang dilakukan oleh penuntut umum dan majelis hakim 

untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi). 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penyusun menguraikan 

secara sistematik tentang Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama 

(Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian 
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menganalisanya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang 

selanjutnya menjabarkan dalam bentuk kata-kata. 

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan data dilakukan dengan cara field research yaitu 

mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber 

dari pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum serta Putusan Majelis 

Hakim dalam kasus korupsi pengadaan tanah oleh Badan SAR D.I. 

Yogyakarta.Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang 

dimaksud disini adalah buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel 

serta hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

b. Data Sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber sekunder di bidang hukum 

dapat dibedakan menjadi.
24

 

1) Bahan hukum primer yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh 

dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh penuntut 

umum dan majelis hakim: 

a) Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS-

02/BANTUL/Ft.1/01/2017 

b) Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk 

 

                                                           
24
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2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yakni keterangan-keterangan yang 

diperoleh dari literatur perundang-undangan yang berkaitan 

dengan objek penelitian, meliputi: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang perlindungan saksi dan korban; 

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana; 

e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 

Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle 

Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice 

Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
25

 

4. Pendekatan Penelitian 

Data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dideskripsikan 

sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis-kualitatif. 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan  memaparkan materi-materi 

pembahasan yang disusun secara sistematis melalui berbagai sumber yakni 

melalui tinjauan lapangan dalam studi kasusnya serta sumber literatur yang 

                                                           
25

 Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998). Hlm.236.  
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mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan saksi pelaku 

yang bekerjasama, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna 

memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
26

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, 

maka perlu digunakan sistematika yang terdiri dari lima bab, adapun 

susunannya sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara 

keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang 

pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sitematikapembahasan yang menjelaskan 

gambaran umum penelitian yang akan dialkukan oleh penyusun. 

Bab kedua akan dipaparkan tentang Tinjauan Hukum mengenai Teori 

Pembuktian, dan Justice Collaborator, serta Plea Bargaining System dalam 

Tindak Pidana Korupsi. 

Bab ketiga membahas tentang posisi kasus Tindak Pidana Korupsi 

Pengadaan Tanah Oleh BASARNAS untuk Kantor Posko SAR. 

Bab keempat berisi tentang Mekanisme serta Implikasi Penerapan 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus di 

Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam Perkara Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan Kantor Posko SAR. 
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Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas 

penulisan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme Penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam kasus 

tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor 

Posko SAR di Kab. Gunungkidul terdapat adanya perbedaan 

pertimbangan antara penuntut umum  yang memberikan status saksi 

pelaku yang bekerjasama terhadap terdakwa dengan pertimbangan 

bahwa berawal dari laporan yang dibuat dan ditandatangani sendiri 

oleh terdakwa Waluyo Raharjo yang ditujukan kepada Kepala 

Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan pengungkapan fakta-fakta 

dan alat bukti yang diperoleh  selama dalam proses penyelidikan 

dan penyidikan yang kemudian digunakan dalam pembuktian di 

persidangan ini berjalan dengan efektif karena adanya niat baik dan 

kerjasama serta sikap kooperatif yang dilakukan oleh terdakwa 

dalam memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan.  

Namun dalam putusannya, majelis hakim berkehendak lain 

dengan mengesampingkan status saksi pelaku yang bekerjasama 

terhadap terdakwa Waluyo Raharjo dengan pertimbangan, bahwa 

Indonesia sedang giat-giatnya dalam memerangi tindak pidana 

korupsi dan berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri serta 

pertimbangan bahwa konsep saksi pelaku yang bekerjasama yang 

belum signifikan dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana 
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terkait dengan berbagai macam problematika penerapannya. Tetapi 

pengesampingan penerapan saksi pelaku yang bekerjasama tersebut 

bukan merupakan penolakan terhadap penerapannya yang dapat 

menyebabkan gugurnya status saksi pelaku yang bekerjasama 

terhadap terdakwa. Oleh karena itu, penerapan saksi pelaku yang 

bekerjasama terhadap terdakwa tetap menjadi bahan pertimbangan 

dalam penjatuhan hukuman. 

2. Implikasi penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam 

penanggulangan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan kepada 

kasus korupsi pengadaan tanah oleh Badan SAR D.I Yogyakarta 

adalah sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus organized 

crime seperti tindak pidana korupsi, kasus-kasus ini lebih sulit 

untuk dibuktikan daripada kasus tindak pidana kriminal lainnya. 

Maka dari itu penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dapat 

menjadi alternatif solusi dan turut berpartisipasi  bersama aparat 

penegak hukum  ketika instrument penegakan hukum mengalami 

kemacetan untuk membongkar kasus kejahatan seperti korupsi. 

Maka sangat penting pengaturan dan perlindungan terhadap saksi 

pelaku yang bekerjasama yang merupakan salah satu refleksi 

penghargaan terhadap mereka. Penghargaan terhadap mereka adalah 

sebanding dengan beban penderitaan yang dialami ketika konsisten 

berpartisipasi membantu aparat penegak hukum. 
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 Namun pada praktiknya kendala-kendala yang terjadi dalam 

penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan 

pidana Indonesia sangat krusial yakni berkaitan dengan kendala 

kelembagaan, peraturan perundang-undangan dan juga kerjasama 

antar lembaga penegakan hukum dan sampai pada kesimpulan 

bahwa konsep saksi pelaku yang bekerjasama di Indonesia dalam 

penanggulangan tindak pidana korupsi masih dapat dikatakan 

sebagai “embrio” dari konsepsi justice collaborator itu sendiri. 

b) Saran 

1. Terhadap perbedaan pertimbangan yang terjadi antara penuntut 

umum dan hakim menjadi hal yang biasa dalam sistem peradilan 

pidana asalkan hal tersebut dapat di jelaskan secara logis dan legis 

dalam pertimbangannya. Oleh karena itu, terkait dengan masalah 

penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan 

pidana maka idealnya penuntut umum dan majelis hakim harus 

memahami benar tentang konsepsi saksi pelaku yang bekerjasama 

agar dapat diterapkan dengan baik. 

2. Konsepsi saksi pelaku yang bekerjasama merupakan alternatif 

solusi yang sangat baik untuk menanggulangi tindak kejahatan yang  

terorganisasi terutama masalah korupsi. Maka dari itu, harus ada 

gagasan terkait dengan  konsep ideal bagi pengaturan dan 

perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama di masa 

mendatang. Misalnya seperti konsep pendekatan keadilan restoratif. 
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